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ABSTRAK

Nurfaysa. Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam
Pengelolaan Dana Desa di Desa Kaloling Kecamatan Sinjai
Timur. Skripsi. Sinjai: Program Studi Perbankan Syariah,
Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam UIAD Sinjai, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) kinerja
pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa
Kaloling (2) faktor pendukung dan faktor penghambat
pengelolaan Dana Desa di Desa Kaloling. Penelitian ini
termasuk dalam penelitian fenomenologi dengan menggunakan
pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah Aparat
Desa dan Tokoh Masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah Field research dengan
pendekatan Kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Kepala
Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Aparat Desa, Tim
Pengelola (TPK), dan Kepala Dusun. Objek penelitian ini
adalah pengelolaan dana desa. Adapun teknik pengumpulan
yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data
yang digunakan vyaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data,
Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Kinerja pegawai
kantor Desa Kaloling sebagai pelayang masyarakat
menghasilkan kualitas layanan yang cukup baik. Untuk itu
perlu peningkatan yang lebih baik dalam pemberian layanan
yang dilakukan oleh pegawai kantor desa demi menciptakan
kualitas layanan yang lebih baik, efektif, dan efisien dalam
melaksanakan tugasnya. Kedua, pengelolaan dana desa di Desa
Kaloling terbilang cukup baik dimana dalam proses
pengelolaannya telah menjalankan prinsip transparansi agar
masyarakat mengetahui penyaluran dana maupun penggunaan
dana desa yang dilakukan.



Proses transparansi dilakukan dengan pemasangan papan
transparansi di beberapa titik di Desa Kaloling serta melalui
media online.

Kata Kunci : Kinerja Pegawai, Pengelolaan Dana
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara demokrasi yang terbagi
menjadi beberapa daerah, yang mensyaratkan desentralisasi
sistem pemerintahan Indonesia. Desentralisasi adalah
pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada badan
tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.
Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa pembagian wilayah
Indonesia menjadi daerah besar dan kecil serta bentuk
susunan pemerintahannya harus ditentukan dengan undang-
undang(Endah, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
desentralisasi  berarti pemerintah pusat memberikan
kekuasaan pemerintahan kepada daerah otonom menurut
asas otonomi. Dewan Nasional melihat pentingnya peran
desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat tahun 2014 dengan Undang-Undang Desa No. 6
Tahun 2014 (UU Desa) berupa Undang-Undang Mengenal
Pemerintahan Desa (UU). Undang-undang ini memberikan

hak yang seluas-luasnya kepada desa atau pemerintah desa
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sebagai desa otonom untuk mengelola wilayahnya dan
menyelesaikan masalahnya sendiri.

Namun, terdapat perbedaan mendasar antara UU No 6
Tahun 2014 dengan peraturan desa yang ada. Misalnya,
dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun
2004, disusun dengan semangat amanat konstitusi yaitu
pengaturan masyarakat adat berdasarkan Pasal 18B (2)
UUD 1944, vyaitu bahwa desa dan/atau nama lain
mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus urusannya
sendiri, terlebih lagi ruang adat bagi pertumbuhan desa-desa
di luar desa administratif. Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakui
hak-hak orang asli (recognition), mengangkat pemerintahan
daerah dan mengambil keputusan daerah berdasarkan asas
kemasyarakatan desa (subsidiarity), kepercayaan, persatuan,
kekeluargaan, diskresi, demokrasi, kemandirian, partisipasi
, kesetaraan dan keberlanjutan. (Fanani et al., 2019).

Kegiatan sektor publik merupakan pekerjaan individu,
kelompok dan lembaga sesuai dengan visi, misi dan tujuan.
Hal itu mengacu pada UU No. 6 tahun 2014 urusan desa.
Pemerintah desa adalah kegiatan penyelenggaraan negara
yang dilakukan oleh perangkat desa dan dewan desa.
Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.
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Perangkat desa terdiri dari perangkat desa dan perangkat
desa lainnya(Muslim & Nasution, 2014).

Terkait dengan Kinerja pegawai, Allah berfirman
dalam Q.S An-Nahl Ayat 97 sebagai berikut:
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P ! 9 y e A < P

210 - < = Z_ - Z 2 7 2
- W "‘// ./ ,. . 8 9
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z
/9/” . = £ /9;

Terjemahnya:
“Barangsiapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki
maupun perempuan beriman, Kami pasti akan
memberikan kehidupan yang baik kepada mereka dan
membalas mereka dengan pahala yang lebih baik dari
apa yang mereka kerjakan.”
Ayat ini sangat menekankan bahwa dalam dunia kerja

seorang pekerja/pegawai harus bekerja dengan baik dan
ikhlas untuk mendapatkan imbalan yang baik sesuai
dengan apa yang dilakukannya. Oleh karena itu, setiap
keputusan manajer tentang karyawan harus berdasarkan
aturan yang ada dan adil. Aturan yang dimaksud di sini
adalah kriteria evaluasi pekerjaan untuk menentukan

kesesuaian karyawan dengan pekerjaan itu.
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Setelah otonomi daerah Indonesia, desa memiliki
kemampuan tersendiri untuk mengatur segala pengaturan
desa, termasuk penganggaran dan pengelolaan keuangan
desa. Pengelolaan dana desa harus mencerminkan
komitmen pemerintah desa untuk melaksanakan bentuk
pengelolaan yang tidak mengorbankan kepentingan
masyarakat (Fitri, 2015) . Oleh karena itu, pemerintah desa
sangat berperan penting dalam perencanaan dan
pemeliharaan dana desa. Dana Desa (DD) diciptakan untuk
membantu desa melaksanakan proyek pembangunan yang
disesuaikan dengan kebutuhan mandiri mereka.

Dana desa (DD) merupakan keuangan antar tingkatan
administrasi, yaitu antara pemerintah kabupaten dan
pemerintah desa. Untuk menjalin hubungan ekonomi yang
baik, perlu dipahami tentang kewenangan pemerintah desa.
Artinya APBN yang disalurkan ke desa benar-benar tepat
sasaran  kepada badan-badan  pembangunan  dan
memperkuat ~ desa  sebagai  kelembagaan  yang
mempengaruhi bentuk pemerintagan. Dana tersebut harus
digunakan dan oleh karena itu, alokasi dilakukan sesuali
dengan hukum dan peraturan yang berlaku sehingga Dana
Desa (ADD) dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat
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terhadap pembangunan,pemberdayaan dan pengelolaan
desa.

Alokasi dana desa merupakan dana yang dialokasikan
ke desa oleh dewan negara/dewan kota, yang berasal dari
dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima
kabupaten/kota. Kemudian, pasal penjelas PP No. 72
Tahun 2005 menegaskan bahwa “proporsi dana
perimbangan pusat dan daerah” mengacu pada pembagian
pajak dan penerimaan sumber daya alam dan dana umum
(DAU) setelah dikurangi biaya pribadi.(Subhan, 2019).

Pembangunan termasuk harapan kemajuan sosial dan
ekonomi, dan setiap negara memiliki pandangan dan nilai
yang berbeda tentang apa artinya itu. Pembangunan
masyarakat desa (kelurahan) adalah segala kegiatan
pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi
seluruh bidang kehidupan masyarakat, yang dilakukan
secara menyeluruh, mengembangkan gotong royong dan
swadaya. Jika pembangunan yang dilakukan oleh
pemerintah saat ini dan di masa yang akan datang baik,
maka pembangunan yang dilaksanakan tentu lebih sesuai
dengan kebutuhan dan tujuan masyarakat (Alfiaturrahman,
2016).
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Aparat desa harus mampu menjalankan kewenangan
dalam membangun desa secara efektif untuk peningkatan
kualitas dan kesejahteraan pada masyarakat desa. Selain
itu, kepala desa harus memiliki kemampuan dalam
mengelola keuangan dan harta benda untuk menjamin hasil
memuaskan dari penilaian masyarakat. Pelayanan publik
mencakup semua bidang kehidupan. Tugas pemerintah
melayani masyarakat dengan baik seperti pelayanan
pemerintah dalam berbagai hal sesuai kebutuhan
masyarakat.

Berdasarkan pengamatan peneliti desa Kaloling
sebelumnya dan informasi yang diterima dari staf kantor
desa Kaloling, pengelolaan uang desa di desa Kaloling
berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan
perkembangan ekonomi lima tahun terakhir (2017-2021).

Pada tahun 2017 Anggaran Dana Desa yang diterima
sebanyak 1.747.414.302,00 yang terealisasi sebanyak
1.747.400.000,00 dan persentase pencapaian alokasinya
yaitu 99,99%. Pada tahun 2018 Anggaran Dana Desa yang
diterima sebanyak 1.737.644.940,00 yang terealisasi
sebanyak 1.737.640.000,00 dan persentase pencapaian
alokasinya yaitu 99,99%. Pada tahun 2019 Anggaran Dana
Desa yang diterima sebanyak 1.935.907.400,00 yang
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terealisasi sebanyak 1.935.907.400,00 dan persentase
pencapaian alokasinya yaitu 99,99%. Pada tahun 2020
Anggaran Dana Desa yang diterima sebanyak
2.060.010.915,56 yang terealisasi sebanyak
2.060.010.000,00 dan persentase pencapaian alokasinya
yaitu 99,99%. Dan pada tahun 2021 Anggaran Dana Desa
yang diterima sebanyak 1.889.272.824,00 yang terealisasi
sebanyak 1.889.272.000,00 dan persentase pencapaian
alokasinya yaitu 99,99%.

Berdasarkan pemaparan besaran anggaran dana desa
terlihat bahwa besaran anggaran dana desa (KK) tahunan
dan realisasi dana desa (KK) tidak sama. Pendapatan dari
Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaloling Kabupaten
Sinjai  Timur dari tahun 2017 hingga tahun 2021
mengalami pasang surut. Namun pada tahun 2020
pertumbuhannya drastis, karena pada tahun 2020 dana desa
berasal dari APBN, distribusi pajak dan kompensasi.
Berdasarkan hal tersebut, otoritas pemerintahan desa harus
mengolah APBD untuk melakukan analisis Kinerja
pengelolaan dana desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin

melakukan penelitian tentang “Analisis Kinerja pemerintah
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Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kaloling

Kecamatan Sinjai Timur”.

. Batasan Masalah
Batasan masalah ini adalah untuk menghindari uraian

yang tidak berkaitan dengan topik yang dibahas, masalah

penelitian ini hanya terfokus pada hasil kerja aparatur desa
dalam pengelolaan dana desa di Desa Kaloling.

. Rumusan Masalah
Dalam rumusan masalah ini bertujuan untuk

merumuskan masalah agar penelitian penelitian ini lebih

terarah dalam batasan yang telah ditetapkan. Adapun
rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Kinerja Pemerintah Desa Dalam
Pengelolaan Dana Desa di Desa Kaloling Kecamatan
Sinjai Timur?

2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat
Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa?

. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang akan dicapai dari hasil penelitian

ini secara umum adalah:

1. Untuk Mengetahui Kinerja Pemerintah Desa Dalam
Pengelolaan Dana Desa di Desa Kaloling Kecamatan

Sinjai Timur
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2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan faktor
penghambat Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana
Desa

E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat
bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik secara teoritis
maupun praktis diantaranya:
1. Manfaat Teoritis (llmiah)

Secara teoritis, manfaat penelitian  ini
diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan
dan menambah wawasan terkait Kinerja Pegawai
Kantor Desa dan Pengelolaan Dana Desa di Desa
Kaloling Kecamatan Sinjai Timur.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat tersusunnya skripsi ini antara
lain:

1. Untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi
pada program studi perbankan syariah dan
memperoleh gelar S.E

2. Diharapkan hasil ini dapat menjadi salah satu

referensi untuk penelitian selanjutnya
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3. Diharapkan hasil penelitian ini  menjadi
informasi  penting bagi pihak-pihak yang

membutuhkan



BAB 11
KAJIAN TEORI

A. Konsep Kinerja Pemerintah Desa
1. Kinerja

Mencapai tujuan organisasi, yang dapat diwujudkan
dalam hasil kuantitatif atau kualitatif, kreativitas,
kehandalan, atau aspek lain yang diinginkan oleh
organisasi. Fokus pada kegiatan jangka pendek atau
jangka panjang, juga pada tingkat individu, kelompok
atau organisasi. Kinerja individu meningkatkan kinerja
kelompok, yang memotivasi Kinerja
organisasi (Suprihati, 2014).

kinerja adalah hasil pekerjaan yang dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi,
sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, untuk
mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara
legal, tanpa melanggar hukum dan sesuai dengan moral
dan etikap. Oleh karena itu kinerja merupakan hal yang
penting bagi suatu perusahaan atau
organisasi (Damayanti et al., 2018).

Berdasarkan pengertian kinerja dari beberapa ahli
di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja seorang

pegawai sangat erat hubungannya dengan hasil kerja
11
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yang dilakukan oleh seseorang dalam organisasi. Hasil
pekerjaan ini dapat bersifat kualitatif, kuantitatif dan
tepat waktu. Prestasi adalah sekumpulan hasil kerja
yang dicapai dalam kurun waktu tertentu. Efisiensi kerja
sebanding dengan efisiensi kerja yang sebenarnya, yaitu
hasil kualitatif dan kuantitatif yang dicapai karyawan
saat melakukan tugasnya sesuai dengan tugas yang
diberikan kepadanya. Sehingga kinerja merupakan suatu
hasil yang diperoleh karyawan berdasarkan ukuran yang
berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan (Haris,
2021).

Apabila kegiatan digabungkan dengan kata benda,
maka pengertian kegiatan atau aktivitas adalah hasil
pekerjaan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai
dengan wewenang dan tanggung jawabnya, secara sah
berusaha untuk mencapai tujuan perusahaan tidak
melanggar hukum dan bertentangan dengan moral dan
etika.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja
a. Menurut Djeremi (2014), dalam (Wanasaputra &

Dewi, 2017), faktor-faktor yang mempengaruhi

kinerja adalah:
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1) Efisiensi dan efektivitas, atau kenyataan bahwa
suatu tujuan akhirnya tercapai, berarti bahwa
tindakan yang dilakukan efektif, tetapi jika Anda
melakukan tindakan yang tidak dicari atau tidak
memiliki tujuan, meskipun hasilnya memuaskan,
maka tindakan tersebut tidak efektif.

2) Wewenang (mandat), yaitu perintah dari anggota
kepada anggota lainnya untuk melakukan
pekerjaan sesuai dengan kontribusinya.

3) Kedisiplinan, vyaitu  kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Disiplin anggota berarti tindakan anggota sesuai
dengan kontrak kerja yang dibuat dengan
organisasi tempatnya bekerja.

. Faktor yang dapat meningkatkan kinerja pegawai

adalah motivasi. Motivasi adalah nilai yang

mempengaruhi individu dalam mencapai hal sesuai
dengan tujuan individu. Pegawai termotivasi dalam
bekerja, jika pegawai tersebut berada dalam
lingkungan kerja yang nyaman dan memperoleh
perlakuan yang adil serta tidak membedakan antar

pegawai.
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c. Terdapat faktor-faktor negatif yang dapat
menurunkan Kinerja seorang pegawai antara lain
keinginan pegawai untuk mencapai hasil Kkerja,
kurang dalam melakukan pekerjaan sehingga tidak
mengikuti perintah, pengaruh lingkungan (Usman,
2022).

Kegiatan yang baik dapat diciptakan melalui
pelatihan dan pembelajaran diri karyawan tentang
bagaimana menjadi efisien dan efektif untuk mencapai
hasil yang positif, yang juga membutuhkan peran
motivasi yang diberikan kepada karyawan. Mencapai
hasil yang baik membutuhkan karyawan yang disiplin.

Pada dasarnya kinerja karyawan merupakan hasil
dari proses yang kompleks yang didasarkan pada
karyawan itu sendiri (faktor internal) dan upaya
strategis perusahaan. Faktor internal seperti motivasi,
tujuan, harapan dan lain-lain, sedangkan contoh faktor
eksternal adalah lingkungan fisik dan non fisik
perusahaan. Kinerja pegawai merupakan gambaran
tingkat pencapaian tugas organisasi dalam mewujudkan
tujuan, sasaran, misi dan visi organisasi. Kinerja
karyawan dalam suatu organisasi merupakan laba dan

nirlaba yang dihasilkan selama periode waktu tertentu.
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Kinerja seorang pegawai merupakan hasil kerja yang
telah dilakukan pegawai tersebut atas pekerjaan yang
dilakukan untuknya (Ginting et al., 2019).

Hal terpenting dalam pelaksanaan rencana
organisasi yang telah ditetapkan adalah ketersediaan
pegawai. Di era globalisasi yang penuh dengan
tantangan, peran sumber daya manusia menjadi semakin
penting. Oleh karena itu, organisasi  perlu
memperhatikan pengelolaan SDM. Karena
ketidakmampuan mengelola sumber daya manusia
organisasi membawa kerugian bagi organisasi yang
tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan
sebaliknya.

Menurut Mangkunegara (Mangkunegara, 2001),
efisiensi karyawan (efisiensi kerja) adalah hasil dari
kualitas dan kuantitas kerja yang dicapai karyawan
selama melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung
jawab vyang diberikan kepadanya. Dua hal yang
mempengaruhi hasil yaitu kemampuan dan motivasi.
Kemampuan terdiri dari kemampuan potensial (I1Q) dan
kemampuan aktual. Dengan kata lain, karyawan yang
memiliki 1Q di atas rata-rata, memiliki persiapan yang
cukup untuk tugas dan terampil dalam pekerjaan sehari-
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hari, akan lebih mudah mencapai Kkinerja yang
diharapkan(Prabowo & Nurdhiana, 2012).
Pemerintah Desa

Kata pemerintahan dan kata pemerintah memiliki
pengertian yang berbeda. Pemerintah mengandung
pengertian sebagai “organ” atau alat Negara yang
menjalankan tugas fungsi pemerintahan, sedangkan
pemerintahan sebagai “fungsi” dan pemerintah. Istilah
pemerintah dalam arti “organ” atau alat negara, dapat
dibedakan menjadi dua yakni pemerintah dalam arti
sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif.
Pada umumnya, yang disebut dengan ‘“pemerintah”
adalah  sekelompok individu yang mempunyai
wewenang tentunya untuk melaksanakan kekuasaan
yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah
dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup
masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai
keputusan.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara
pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu
olen perangkat desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintah  desa. Dalam kehidupan bernegara,
pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat,
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mengayomi rakyat,serta memenuhi kebutuhan rakyat
karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa,
menopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya
pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat
dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja (SOT) Pemerintahan Desa telah diterbitkan
sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa.
Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh
perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa,
pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Susunan
tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang
Susunan  Organisasi dan Tata Kerja (SOT)

Pemerintahan Desa, antara lain:

a. Sekretaris desa. Sekretaris desa dipimpin oleh
seorang sekretaris dan dibantu oleh staf sekretaris.
Sekretaris desa paling banyak terdiriatas 3 (tiga)
urusan, yaitu urusan urusan umum dan perencanaan
serta urusan keuangan. Masing-masing urusan

dipimpin oleh kepala urusan (Kaur). Semua itu
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sesuai Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri
Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa;

. Pelaksana kewilayahan. Pelaksana kewilayahan
merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai
satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan
secara proporsional antara pelaksana kewilayahan
yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa
sertamemperhatikan luas wilayah kerja karakteristik,
geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana
prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan
dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain.
Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan
pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa;

Pelaksana teknis. Merujuk Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan
Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3), pelaksana
teknis merupakan unsur pembantu kepala desa
sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana
teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu
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seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi

pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua)

seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan
dan pelayanan.

Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa,
dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa.
Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan,
yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala
urusan membantu sekretaris desa menyediakan data
informasi dan memberikan pelayanan (Sugiman, 2018).

B. Konsep Pengelolaa Dana Desa
1. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah penyaluran dana
dari dana kompensasi yang dialokasikan kepada
pemerintah negara bagian dan daerah kepada desa-desa,
yang 30%-nya digunakan untuk biaya peralatan dan
operasional. dan 70% untuk belanja pemerintah,
pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan.

Dana desa merupakan bagian dari dana desa yang
mereka terima dari pembagian pajak daerah dan
sekurang-kurangnya 10% dari dana perimbangan pusat
dan daerah yang diterima kota-kota daerah. Pelaksanaan

semua program kerja yang bersumber dari dana desa
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berlangsung melalui perencanaan dan pelaksanaan yang
diketahui oleh masyarakat desa.

Alokasi dana desa dari APBD Dewan
Negara/Dewan Kota, merupakan perimbangan dana
yang diterima dari pemerintah pusat. dan otonomi
daerah, dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Desa memperoleh 10% (sepuluh persen) .

Tujuan dilaksanakannya ADD adalah:

a. Penyempurnaan administrasi publik di bidang
administrasi, pembangunan, dan pelayanan sosial

sesuai amanatnya.

b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat
desa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
pembangunan desa.

c. Peningkatan kesetaraan penghasilan, kesempatan
berwirausaha pada masyarakat pedesaan serta
meningkatkan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa (ADD) merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan
APBDesa, oleh karena itu Pengelolaan Dana Desa
(ADD) harus mengikuti prinsip-prinsip Pengelolaan

Aset Desa sebagai berikut:
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a. Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa
(ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi
secara transparan menurut asas kemasyarakatan,
oleh dan atas nama masyarakat.

b. Semua kegiatan harus bertanggung jawab secara
administratif, teknis dan hukum.

c. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan secara
ramping, terkelola dan terkendali.

d. Biaya kegiatan yang bersumber dari dana desa
digunakan untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat dengan memenuhi kebutuhan pokok dan
kegiatan lain yang merupakan hak masyarakat
sesuai keputusan dalam musyawarah desa.

e. Pencatatan penganggaran alokasi dana desa
mengikuti mekanisme yang ditentukan

. Pengelolaan Dana Desa
Sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang

bekerja langsung dengan masyarakat, kota merupakan

yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka berdaya
memimpin dan mengurus kepentingan masyarakat desa
dengan berpedoman pada keberagaman, demokrasi,
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berharap
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desa dapat meningkatkan pelayanan publik dan
partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Untuk melaksanakan pembangunan dan pengaruh
masyarakat, pemerintah desa tentu membutuhkan dana,
dana desa tersebut diperoleh dari pendapatan asli desa,
unit APBN, pendapatan pajak kabupaten, dana
perimbangan kabupaten/kota dan pendapatan kas desa
yang sah. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana
desa yang transparan, teratur, dan akuntabel, pemerintah
provinsi berwenang memberikan sanksi keterlambatan
penyaluran dana desa kepada desa yang terlambat
melaporkan penggunaan dana desa (Rudiarta et al.,
2020).

Tahapan pengelolaan keuangan desa merupakan
rangkaian kegiatan yang meliputi tahapan perencanaan,
pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pelaporan.
Fase ini dimulai dengan perencanaan, Yyaitu proses
menentukan dengan tepat tindakan apa yang perlu
diambil di masa depan, memeriksa langkah-langkah
pemilihan dan mengevaluasi sumber daya yang tersedia.

Pengelolaan adalah suatu proses atau urutan
pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di
mana potensi yang ada direncanakan, diatur,
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dilaksanakan dan dikendalikan untuk mencapai tujuan
tertentu. Terkait pengelolaan dana desa, pasal 2 Perpres
Dana Desa No. 60 mengatur bahwa dana desa dikelola
secara terkendali, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan
bertanggung jawab, dengan memperhatikan keadilan.
(Suryani, 2019).

Manajemen keuangan biasanya disebut pengelolaan
karena pengetahuan yang berkaitan dengan sistem
manajemen dan pencapaian tujuan organisasi. Fungsi
pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan sesuai
dengan peruntukannya. Hal ini menjelaskan mengapa
dana desa digunakan untuk penyelenggaraan,
pembangunan, pemberdayaan dan
kemasyarakatan (Hardiyanti et al., 2016).

Pengelolaan dana desa meliputi segala kegiatan
yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan,
pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana
desa. Pelaksanaan pemerintahan desa anggaran
pendapatan dan belanja negara disalurkan ke dalam
anggaran kementerian/lembaga dan diteruskan kepada

perangkat daerah kabupaten/kota.
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Semua pendapatan desa mengalir melalui rekening
kas desa dan penggunaannya ditentukan dalam
anggaran desa. Kepala desa dan bendahara desa
mentransfer uang ke rekening kas desa. Indicator
pengelolaan dana desa terdiri dari perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan ke desa
dalam APBN vyang ditransfer melalui anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, untuk
membiayai penyelenggaraan negara, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat. Menurut Chabib
(Febiandriani, 2021) indikator pengelolaan keuangan
desa adalah perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan,
pelaporan dan pelaporan dana desa.

. Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang sesuai adalah gambaran umum dari
temuan  penelitian  sebelumnya terkait dengan
pertanyaan utama yang dibahas. Penelitian terdahulu ini
merupakan salah satu referensi penulis selama
penelitian agar penulis dapat memperkaya teori yang
digunakan dalam mengevaluasi penelitian. Pada

penelitian sebelumnya, penulis menemukan penelitian
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yang mirip dengan judul penelitian penulis, sehingga

penulis mengutip beberapa penelitian sebagai referensi

untuk memperkaya materi pembelajaran dalam
penelitian penulis. Berikut adalah beberapa penelitian
sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

I. (Mubarok & Annisak, 2021), “Analisis Pengelolaan
Dana Desa Pranten Kecamatan Gubung Kabupaten
Grobongan”. Dari hasil penelitiannya beliau
berkesimpulan bahwa pengelolaan dan penggunaan
anggaran dana desa diawali dengan proses
perencanaan dalam APBD melalui
MUSRENBANGDES, pengorganisasian dilakukan
dengan menunjuk tim pengelola dana desa,
pelaksanaannya . ditangani oleh tim pengembangan,
ikhtisar dimulai. pada tahun 1999-1999. dari
perencanaan hingga pelaporan dan pelaporan
pertanggungjawaban dalam APBD.

Persamaan  penelitian  terdahulu  dengan
penelitian penulis terletak pada pengelolaan dana
desa. Sedangkan perbedaan terletak pada tujuan
pencapaian dimana pada penelitian terdahulu hanya
meneliti tentang analisis pengelolaan dana desa

sedangkan penuls menelti tentang kinerja pegawai
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kantor desa dalam mengelola dana desa dengan
menerapkan sistem transparansi dan akuntabilitas
serta faktor-faktor yang mempengaruhi.
(Pratiwi & Ulfah, 2018), “Faktor Yang
Mempengaruhi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa
Dalam Akuntabilitas Dana Desa” Penelitiannya
menyimpulkan bahwa  persepsi peraturan
pemerintah tentang akuntabilitas dana desa dalam
penyelenggaraan perangkat pemerintahan desa tidak
berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa.
peralatan Pemerintah kabupaten harus selalu
mensosialisasikan peraturan pemerintah tentang
tanggung jawab kas desa untuk meningkatkan
pemahaman mereka. Hal ini meningkatkan kinerja
perangkat desa. Karena desa merupakan peluang
kecil untuk memperbaiki keadaan negara.
Persamaan  penelitian  terdahulu  dengan
penelitian penulis terletak pada kinerja aparatur atau
pegawai  dalam  pengelolaan  dana  desa.
Perbedaannya terletak pada tujuan kinerja, dimana
pada penelitian sebelumnya ingin mengetahui
pemahaman diam-diam peraturan pengelolaan dana

desa, implementasi tata kelola yang baik dan
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kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi
kinerja perangkat kepala desa dalam dana desa.
Akuntabilitas sebagai penulis mengkaji kinerja
aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan
melalui penerapan transparansi dan akuntabilitas

serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.



BAB IlI

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode Field
research. Field research adalah bentuk penelitian yang
bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh
narasumber pada perilakunya dan kenyataan sekitar.
Metode Field research digunakan ketika metode survey
atau eksperimen dirasakan tidak praktis, atau ketika
lapangan penelitian masih terbentang dengan demikian
luasnya.

Sebagaimana halnya penelitian kualitatif, Field
research meneliti permasalahan dengan setting yang
natural dalam upaya untuk memakai, menginterpretasi
fenomena yang teramati (Groat & Wang, 2002).
Penelitian ini memberikan gambaran tentang hasil hasil
penelitian dengan mendeskripsikan data-data aktual
yang diperolen di lapangan (Fauzia & Nurwahida,
2019).

Dalam Field research dikenal istilah verstehen,

artinya melihat kenyataan melalui pandangan subjek di
28
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lapangan. Demikianlah observasi dilakukan. Namun
begitu, analisisnya melibatkan diri peneliti sebagai
instrument penelitian. Dengan demikian Field research
menjadi semacam pertemuan budaya, culture encounter
antar budaya peneliti sendiri disatu pihak, budaya
subjek penelitian dilain pihak dan bahkan budaya dari

pembaca hasil penelitian tersebut (Martana, 2016).

. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif. Istilah pendekatan menurut Sugiyono
(Prasanti, 2018) adalah penelitian yang digunakan untuk
mempelajari tempat-tempat yang alami, dimana peneliti
sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data
digabungkan, analisis data bersifat induktif, dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna.
sebagai generalisasi. Pendekatan ini umumnya dapat
digunakan untuk mempelajari kehidupan manusia,
sejarah, perilaku, fungsi organisasi, fungsi sosial dan
banyak lagi.

Salah satu alasan penggunaan pendekatan kualitatif
adalah pengalaman peneliti dalam menemukan metode
dan memahami apa yang melatarbelakangi fenomena
yang terkadang sulit untuk dipahami. Tujuan penelitian
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kualitatif adalah untuk melestarikan bentuk dan isi
perilaku manusia serta menganalisis ciri-cirinya, bukan
mengubahnya menjadi unit-unit kuantitatif.
B. Definisi Operasional
Untuk menghindari kesalahpahaman, penelitian ini
perlu mengklarifikasi beberapa definisi, yaitu aktivitas
perangkat desa di desa Kaloling dan pengelolaan dana
desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa.
C. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa
Kaloling Kecamatan Sinjai Timur yang beralamat di
Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten
Sinjai.
2. Waktu
Waktu penelitian yang akan dilakukan oleh
peneliti selama kurang lebih dua bulan setelah
dikeluarkannya surat penelitian.
D. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang
dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam sebuah
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penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu
Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Aparat
Desa, Tim Pengelola (TPK), dan Tokoh Masyarakat.
2. Objek Penelitian
Obyek penelitian adalah apa yang menjadi dan
menjadi objek penelitian untuk memperoleh informasi
secara lebih tepat sasaran. Adapun obek dalam
penelitian ini yairu pengelolaan dana desa
E. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperolen data yang diperlukan dalam
penelitian ini diperlukan suatu teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam hal ini
adalah Studi Lapangan. Penelitian lapangan adalah
pengumpulan informasi tentang lokasi penelitian melalui
wawancara dan dokumentasi.
1. Wawancara
Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk
memperoleh informasi lisan langsung dari masyarakat.
Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara
terbuka dan transparan agar peneliti dapat memahami
aktivitas aparatur kantor desa di Desa Kaloling
Kecamatan Sinjai Timur dalam mengelola dana desa.

Wawancara dilakukan sedemikian rupa sehingga
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responden diberikan pertanyaan yang diajukan oleh
penulis untuk mendapatkan informasi yang benar.
Wawancara ini  bertujuan untuk  mendapatkan
pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan Dana
Desa dari berbagai sumber.
Dokumentasi

Metode lain yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode dokumentasi yaitu pengumpulan
informasi berupa dokumen dan foto terkait pengelolaan
sumberdaya desa di Desa Kaloling Kecamatan Sinjai

Timur.

Instrumen Penelitian

Hal yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian

adalah kualitas instrumen penelitian. Instrument utama
dalam penelitian ini yaitu peneliti itu sendiri, namun begitu
penelitiannya menjadi jelas, instrumen penelitian sederhana
cenderung mengarah pada kesuksesan dan, memang
seharusnya melengkapi materi dan bandingkan dengan
materi yang terima selama melakukan penelitian.

1. Pedoman Wawancara

Dalam penelitian ini instrumen sentral dalam
penelitian ini adalah penulis sendiri, sehingga angket
yang digunakan penulis adalah seperangkat pertanyaan
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yang disiapkan oleh peneliti, yang tujuannya agar
peneliti memilih informasi yang berkaitan dengan judul
yaitu aktivitas desa. di kantor. Dana desa dikelola oleh
pegawai. Kabupaten Sinjai Timur Kaloling.
2. Alat-alat Dokumentasi
Alat dokumentasi yang digunakan penulis dalam
penelitian ini adalah foto, buku catatan dan manual yang
ada di lokasi penelitian.
G. Keabsahan Data

Pengujian validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif
disebut pengujian validitas material. Rumusan pemeriksaan
keabsahan data meliputi kriteria reliabilitas, transferabilitas,
reliabilitas dan verifiabilitas (Hadi, 2016).

Selain untuk menjamin keakuratan data, hal ini
berfungsi untuk menyanggah penelitian kualitatif yang
dicap tidak ilmiah, dan juga merupakan bagian penting dari
data penelitian kualitatif. Validitas data bertujuan untuk
menunjukkan apakah penelitian yang akan dilakukan benar-
benar ilmiah dan juga untuk memverifikasi informasi yang
diperoleh.

Dalam kaitannya dengan verifikasi data, triangulasi
mengacu pada teknik verifikasi data yang dilakukan untuk

memverifikasi atau membandingkan data dengan
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menggunakan hal lain (data). Sumber, metode, peneliti dan
teori digunakan untuk memverifikasi dan membandingkan
data. Agar bahan penelitian dapat dipertanggung jawabkan
sebagai penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan uji validitas
bahan tersebut. Uji validitas data yang dapat dilakukan
antara lain:
1. Triangulasi Sumber
Keandalan data diperiksa dengan mengecek
informasi yang diperoleh dari beberapa sumber. Peneliti
menganalisis data yang diperoleh untuk menarik
kesimpulan.
2. Triangulasi Teknik
Pengujian reliabilitas data menggunakan teknik
yang berbeda untuk memvalidasi data dari sumber yang
sama. Verifikasi data dilakukan misalnya dengan
menggunakan wawancara, dokumen. Jika melakukan
teknik pengujian reliabilitas data menghasilkan data
yang berbeda, peneliti akan melakukan wawancara
tambahan dengan sumber data untuk memverifikasi data
mana yang diyakini benar.
Keabsahan informasi adalah informasi  yang
membedakan antara informasi yang diterima peneliti

dengan informasi yang sebenarnya dari objek penelitian



35

sedemikian  rupa sehingga dimungkinkan  untuk
mempertimbangkan keabsahan informasi yang disajikan.
. Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir memperkenalkan konsep analisis data
sebagai upaya pencarian dan pengorganisasian observasi,
wawancara, dan lainnya secara sistematis untuk
meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang
diteliti dan menyajikannya sebagai hasil kepada orang lain.
Untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis harus
dilanjutkan, berusaha mencari makna (Rijali, 2018).

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris
yang diperoleh merupakan data kualitatif berupa kumpulan
kata-kata bukan kumpulan angka dan tidak dapat disusun
dalam kategori/struktur klasifikasi. Data dapat dikumpulkan
dengan berbagai cara (observasi, wawancara, ringkasan
dokumen, rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu
sebelum siap digunakan (merekam, menulis, mengedit atau
menyalin). Namun, analisis kualitatif masih menggunakan
kata-kata yang sering diproduksi dalam bentuk yang
diperluas. Teks dan bukan perhitungan matematis atau
statistik sebagai alat analisis.

Bogdan dan Biklen mengatakan bahwa analisis data
kualitatif adalah tugas mengolah data, mengaturnya,
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memilahnya menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola,
menemukan hal-hal penting dan memutuskan apa yang
akan dibagikan kepada orang lain. (Lexy J. Moleong,
2007).

Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan
informasi dari hasil wawancara dan pencatatan, setelah itu
data dianalisis dengan tahapan yang berbeda seperti teknik
pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.
1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan
mengumpulkan semua informasi yang didapatkan dalam
penelitian yang nantinya akan memperkuat data yang
yang digunakan sebagai bahan penelitian. Langkah
pengumpulan data ini sesuai dengan teknik yang
dilakukan peneliti yaitu dengan wawancara dan
dokumentasi.

2. Reduksi Data

Setelah penelitian mendapatkan semua informasi
dari berbagai sumber, yaitu. Dari hasil wawancara dan
penelitian kepustakaan, peneliti melakukan analisis data
tahap awal yaitu. reduksi data. Data yang direduksi
memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan

pengumpulan data bagi peneliti.
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3. Penyajian Data
Pada saat penyampaian materi disajikan secara
teratur, menunjukkan hubungan jalan, hubungan
informasi dan menggambarkan kondisi yang ada,
sehingga memudahkan peneliti  untuk  menarik
kesimpulan yang tepat. Penyajian materi penelitian
biasanya disajikan dalam bentuk teks naratif dengan
deskripsi.
4. Penarikan Kesimpulan
Tahap akhir dari analisis data adalah menarik
kesimpulan. Tujuan penarikan kesimpulan dalam
penelitian kualitatif adalah untuk menjawab rumusan
masalah penelitian tersebut. Peneliti  menarik
kesimpulan dengan cara menyederhanakan dan
menyajikan data kemudian meninjau kembali secara
berulang-ulang hingga sampai pada kesimpulan yang

sesuai dengan fokus penelitian.



BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Desa Kaloling

Kaloling adalah sebuah nama tempat yang diambil
dari lambang atau bendera para veteran tanah Kaloling .
Jika salah satu gambar  pada bendera tersebut
bergambar naga dengan bentuk seperti ekor yang
panjang, dan mereka memperhatikan bahwa salah satu
ciri ekornya selalu "loli atau mappaloli” yang artinya
berdiri miring. Ini mendorong mereka untuk setuju
menamai nama Kaloling, yang kemudian mereka
jadikan nama kampung Kampung Kaloling.

Tanah Kaloling awalnya hanya sebuah kawasan
tempat tinggal "kampung" hanya dengan apa yang
disebut struktur administrasi "Ade". Tanah Kaloling
Sinjai Timur, sebenarnya pada saat itu masih menjadi
milik masyarakat minoritas suku Bug di tanah Sinjai,
khususnya di Sinjai Timur. Namun pemerintahan itu
dipimpin atau dikepalai oleh seseorang yang diberi gelar
Arung. Oleh karena itu, model administrasi dapat
dibandingkan dengan tingkat kecamatan atau kabupaten

38
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dalam struktur pemerintahan saat ini, yang dipimpin
oleh seorang camat.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa desa Kaloling
adalah suatu wilayah pada zaman dahulu yang terdapat
sekelompok kecil raja yang dipimpin oleh Arung.
Buktinya ada istilah-istilah yang disebut orang dahulu
Arung Jumati, Arung Semrima, Arung Fandi dan Arung
Tua (Arung Matoa). Kemudian berubah di bawah
pimpinan Muhammad Aras yang pada pemerintahannya
status kepemimpinan berubah menjadi kepala desa
(MA, 2014).

a. Wilayah Administratif
Desa Kaloling adalah salah satu dari tiga belas
kecamatan/desa di Kecamatan Sinjai Timur,

Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Indonesia,

terletak 10 km dari ibu kota Kabupaten Sinjai. Luas

desa Kaloling adalah 5,09 km2. Kawasan ini
menempati 7,08% dari total luas wilayah sinjai

Timur. Wilayah desa Kaloling terletak 500 meter di

atas permukaan laut.

Jarak dari desa Kaloling ke ibu kota daerah

adalah 7 km, dari mana dibutuhkan waktu 15 menit
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ke pusat kota dengan kendaraan bermotor, 25 menit
ke ibu kota daerah dengan kendaraan umum.

Desa Kaloling berbatasan dengan desa Kampala
bagian timur dan desa Samataringi bagian barat.
Desa Kaloling merupakan desa terakhir yang
menguasai beberapa desa yaitu :

1) Dusun Kaloling

2) Dusun Bainang

3) Dusun Bonto Kamase

4) Dusun Bilalang

Pada tahun 2018 ini terdapat dua objek wisata di
Desa Kaloling yaitu Gunung Tiro Lembang dan
Pemandian Air Panas Panggo. Pemandian air panas
Panggo terletak di sekitar Sungai Kalamisu.
b. Komoditas

Penduduk desa Kaloling biasanya berprofesi
sebagai petani. Lahan milik desa Kaloling terbagi
menjadi lahan Fasum 4 hektar, lahan perkebunan 2
ha, lahan kering 236 ha dan lahan sawah 333 ha.
Dilihat dari mata pencaharian sebagian besar
masyarakat petani, Desa Kaloling menghasilkan
beras sebanyak 1007,55 ton pada tahun 2016.
Setelah itu meningkat menjadi 1072,63 ton pada
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tahun 2017 dan 116,79 ton pada tahun 2018. Namun
pada tahun 2019 dan 2020, hasil produksi desa
Kaloling turun menjadi 1.044,83 ton dan 846,21 ton.

Pada tahun 2016 juga dihasilkan 1,37 ton
kacang tanah di Desa Kalolingu. Jumlahnya
meningkat pesat pada tahun 2017, 2018, dan 2019
dengan bobot 8,78 ton, 16, 13 ton, dan 55,28 ton.
Namun pada tahun 2020, angka tersebut turun
drastis menjadi 14,79 ton.

Mengenai kondisi ekonomi desa Kaloling dapat
dikatakan cukup baik, jika tidak mempertimbangkan
keberadaan beberapa fasilitas perdagangan dan jasa.
Penduduk

Jumlah penduduk desa Kaloling pada bulan
April 2023 sebanyak 2071 jiwa dan 629 anggota
keluarga. Jumlah tersebut disebar ke setiap desa,
dimana Dusun Kaloling berpenduduk 453 jiwa, 196
laki-laki, 257 perempuan, total KK 156. Dusun
Bonto Kamase berpenduduk 403 jiwa, 201 laki-
laki, 202 perempuan, total KK 120 Dusun Bainang
548 laki-laki, 281. , Perempuan 267 jiwa, total KK
163. Dan Dusun Bilalang berpenduduk 672 jiwa,
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laki-laki 341 jiwa, perempuan 341 jiwa dan total KK
179 jiwa.
d. Kondisi fisik
Kondisi fisik Desa Kaloling terbagi atas tiga
kriteria:

1) Geologi
Jenis batuan yang terdapat di desa Kaloling
adalah batuan beku dan batuan piroklastik.
2) Topografi
Kondisi topografi desa Kaloling 20-200
meter di atas permukaan laut dan kemiringan
lebih dari 2-15%, wilayahnya tidak datar.
3) Jenis Tanah
Tanah yang terjadi di daerah Kaloling
biasanya merupakan tanah Mediterania.
2. Visi dan Misi Kantor Desa Kaloling

a. Visi
Membentuk pemerintahan desa yang baik dan
bersih untuk mewujudkan Desa Kaloling yang adil,
makmur, aman, sejahtera dan bersatu.
b. Misi
1) Mewujudkan pemerintahan desa yang bersih,
demokratis dan terhindar dari  korupsi,
konspirasi, nepotisme dan  kesewenang-

wenangan lainnya.
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2) Pengembangan ekonomi masyarakat dengan
memanfaatkan potensi desa

3) Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat
untuk mencapai taraf hidup yang terdidik

4) Kami melanjutkan program-program
pembangunan yang merata yang belum
terlaksana baik secara fisik maupun non fisik

5) Mengutamakan diskusi dan transparansi dalam
membentuk roda pemerintahan (Rauf, 2020).

3. Strukur Organisasi

Bustan Aras

(Elepala Desa)
Fadli S.P Subhan AS
(Kasi Pemerintahan) (Sekretaris Desa)
— Rohana
Herman S.F | Hairaini || | (Kaur Tata
(B asi Kesejahteraan) (Staf) Usaha Tmum)
- Jusmaniar| Nursiah, S.Pd
i Herlina H (Staf) (Kaur Keuangan)
(Elasi Pembangunan)
Husnuh
(EKaur Perencanaa)
Syakir
(Kadus Bainang)
Auliansyah
(Kadus EKaloling) Hambka S1P
(Kadus Bilalanz)
Tkawati
(Fladus Bonto Kamase)

Keterangan: STRUKTUR ORGANISASI POLA MINIMAL
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B. Hasil dan Pembahasan
1. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi
tentang fakta-fakta yang terjadi dilapangan khususnya di
desa kaloling melalui wawancara dan dokumentasi untuk
mendapatkan data-data dalam wawancara yang sebelunya
sudah dijelaskan mekanisme yang akan dilakukan oleh
peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara
dengan beberapa pegawai Kantor Desa yang jabatannya
sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan dalam
penelitian ini. Peneliti juga meneliti masyarakat Desa
Kaloling karena peneliti menginginkan keterbukaan
informasi dari pihak yang terlibat dalam penelitian untuk
mengemukakan fakta yang terdapat dilapangan yang
berkenaan dengan topik penelitian. Semua hasil penelitian
diuraikan berdasarkan pernyataan berikut:

a. Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana

Desa di Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan,alur dari
sistem pengelolaan dana desa di Desa Kaloling

Kecamatan Sinjai Timur,menjelaskan tentang peran
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pemerintah desa dalam mengelola dana desa.
Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan
dilakasanakan oleh kepala desa selaku pemimpin Desa
yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.
1) Kepemimpinan terhadap pengelolaan dana desa
Pada umumnya Kepemimpinan  merupakan
kemampuan seorang pemimpin untuk memimpin dan
mempengaruhi orang lain atau anggota sehingga tujuan
yang ditetapkan tercapai. Wawancara bapak Bustan

selaku kepala desa Kaloling menunjukkan bahwa:

“sebagai seorang  pemimpin  mengarahkan
anggotanya baik dalam sikap individu maupun
kelompok dalam melakukan tindakan tertentu
untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai
pemimpin harus mampu mengendalikan dan
memimpin bawahan agar dapat mecapai tujuan
bersama.” (wawancara, Bustan, 15 Mei 2023)

Pernyataan  tersebut didukung oleh hasil
wawancara dengan bapak Subhan, Sekretaris Desa
Kaloling. Dia menyatakan bahwa:

“pemimpin tugasnya bukan hanya tentang
memegang kekuasaan dan mengendalikan orang
lain tetapi juga harus memiliki empati dan mau
mengakui  keahlian dan  kinerja  setiap
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karyawannya.” (wawancara, Subhan, 15 Mei
2023)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa selain
memiliki kewenangan untuk mengelola karyawan dalam
instansi, manajer juga harus berempati kepada setiap
karyawan dan mengakui serta menghargai Kinerja setiap
karyawan. Pernyataan lain berdasarkan pernyataan yang
diungkapkan oleh Bapak Syakir:

“sejauh ini aparat desa kaloling telah menjalankan
tugasnya dengan baik terutama dalam hal
memberikan pelayanan kepada masyarakat.”
(wawancara, Syakir, 15 Mei 2023)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa peran
kepala desa sebagai pemimpin desa Kaloling dapat
ditunjukkan dengan baik dengan kemampuannya
mengarahkan setiap bawahan atau pegawainya untuk
melaksanakan tugasnya berdasarkan jasa yang
diberikan. di mana membangun kepercayaan publik
adalah yang paling penting.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis
menyimpulkan bahwa  pemimpin harus memiliki
keterampilan yang baik untuk mengelola tim yang
bertanggung jawab atas tugasnya, salah satunya adalah

pengelolaan dana desa. Pengelolaan yang efektif sangat
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penting untuk mendukung pengelolaan dana desa.
Seorang pemimpin yang baik tahu bagaimana
mengarahkan, memotivasi dan mengambil keputusan
yang tepat untuk mencapai tujuan pengelolaan dana
desa yang efisien dan transparan.
2) Kejujuran dalam pengelolaan dana desa

Adapun kejujuran sangat penting dalam pekerjaan
terutama dalam pengelolaan dana desa. Pekerja yang
berperilaku dengan integritas mencerminkan kejujuran
dan kepercayaan yang diperlukan untuk memenuhi
tugasnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Bustan selaku
Kepala Desa Kaloling, menyatakan bahwa:

“Sebagai aparat desa selalu mengupayakan yang
lebih baik dalam menjalankan tugasnya untuk
melayani masyarakat desa. Seperti dalam hal
pengelolaan dana desa disusun secara jujur melalui
jalur struktural dan sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan dengan berdasar pada hukum yang
berlaku.” (wawancara, Bustan, 15 Mei 2023)

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa sebagai
pejabat perangkat desa selalu bersikap jujur dalam
menjalankan tugasnya terutama dalam pengelolaan
keuangan desa, serta melaksanakan tugasnya sesuai

dengan peraturan yang berlaku dan berdasarkan tentang
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hukum. Pernyataan lain disampaikan bapak Syakir
selaku kepala dusun di desa Kaloling, menyatakan
bahwa:

“Aparat desa selalu menerapkan sistem keterbukaan
terhadap pengelolaan dana desa kepada masyarakat
dengan memasang papan informasi atau papan
transparansi  terkait  realisasi dana  desa.”(
wawancara, Syakir, 15 Mei 2023)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh
Bapak Tahir Kaloling selaku warga masyarakat desa
dan menyatakan bahwa :

“Segala sesuatunya apabila ada keperluan atau
kepentingan masyarakat yang dianggap kepentingan
bersama  khususnya  masalah  perencanaan
pembangunan, maka pemerintah  setempaat
bertindak cepat untuk mensosialisasikan hasil
kinerjanya.” (wawancara, Tahir, 15 Mei 2023)

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa kegiatan
setiap perangkat desa khususnya dalam pengelolaan
dana desa selalu dikomunikasikan kepada masyarakat
baik secara langsung dengan mensosialisasikan hasil
kegiatan maupun dengan rambu-rambu terkait
transparansi pengelolaan. dana desa. Itu semacam

kejujuran dari pemerintah desa Kaloling yang
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menunjukkan bahwa  anggaran  desa  tidak
disalahgunakan.
3) Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Pengeloaan adalah salah satu rangkaian kegiatan
yang berintikan  perencanaan, pengorganisasian,
penggerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan
yang telah  ditetapkan  sebelumnya  dengan
memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada untuk
mecapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan
efisien.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Husnuh selaku
Kaur Perencanaan pada tanggal 15 Mei 2023 tentang
Bagaimana mekanisme perencanaan Pengelolaan
Alokasi Dana Desa.

“Melakukan ~ Musdus dengan  melibatkan
masyarakat dusun  sampai  tingkat  desa.
Perencanaan ini merupakan tahap pertama dari
proses pengelolaan dana desa. Dimana perencanaan
ini  merupakan perencanaan penerimaan dan
pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran
yang dianggarkan dalam APBDes.”(wawancara,
Husnuh, 15 Mei 2023)

Pernyataan yang sama oleh Bustan, Kepala Desa

Kaloling yang menyatakan bahwa:
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“Program Musrenbangdes selalu dilaksanakan
setiap tahun pada awal-awal bulan. Dimana dalam
forum musyawarah tersebut melibatkan
masyarakat. Dalam program musrenbangdes
pemerintah  desa  menjelaskan  perencanaan
pengelolaan dana desa yang nantinya akan
dilaksanan. Pemerintah desa juga memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk
menyampaikan saran yang nantinya akan dijadikan
sebagai wadah kelancaran pengelolaan dana
desa.”(wawancara, Bustan, 15 Mei 2023)

Dari pernyataan sebelumnya terlihat bahwa
masyarakat diikutsertakan dalam pembahasan saat
merencanakan pengelolaan dana desa Kaloling, dimana
masyarakat memiliki kesempatan untuk mengajukan
usulan mengenai pengelolaan dana desa yang dikelola
selama tahun berjalan. Berikut pernyataan dari Bapak
Subhan, Sekretaris Desa Kaloling. Dia menyatakan
bahwa:

“Musrenbangdes atau forum musyawarah dalam
pembahasan pengelolaan dana desa setiap tahunnya
mesti kita lakukan karna hal tersebut merupakan
SOP dari perencanaan sebuah desa”(wawancara,
Subhan, 15 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara, penulis
menyimpulkan bahwa di desa Kaloling perencanaan

pengelolaan dana desa berjalan cukup baik yaitu
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sebelum dilakukannya administrasi dana desa sudah ada
perundingan di pemerintah desa dimana desa tersebut
berada. Nantinya, anggaran dana kelolaan dan
masyarakat berkesempatan untuk mengevaluasi
pendapat dan saran, yang nantinya akan menjadi
pertimbangan dalam perbandingan tahun berjalan dalam
pengelolaan dana desa. Pemangku kepentingan dapat
memberikan ide, pemikiran untuk mendefinisikan
pembangunan, seperti pembangunan jalan, instalasi dan
perbaikan infrastruktur yang mengutamakan
kepentingan masyarakat sehingga pengelolaan sumber
daya desa dapat dikelola dengan baik.
4) Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Penggunaan Dana desa bertujuan untuk membiayai
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selama
ini  pembiayaan dana desa dilakukan oleh tim
administrasi desa. Untuk mendukung transparansi dan
cara penyampaian informasi yang mudah dipahami oleh
masyarakat, pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa
(ADD) dilengkapi dengan papan informasi kegiatan
yang ditempelkan di lokasi kegiatan. Seperti yang
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diungkapkan oleh Ibu Nursiah selaku bendahara kantor
desa Kaloling :

“Melalui transparansi seperti pemasangan spanduk
transparansi yang diletakkan dibeberapa titik
seperti di depan kantor desa dan depan masjid
dusun Bainang. Transparansi yang dimaksud disini
adalah dengan terbuka menyusun penggunaan dana
desa kepada masyarakat. Transparansi dilakukan
agar terhindar dari berbagai kecurangan dalam
penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan.”
(wawancara, nursiah, 15 Mei 2023)

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Subhan
AS. yang menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa
Kaloling yang menjelaskan terkait prinsip keterbukaan,
beliau mengatakan bahwa:

“Pemerintah desa melaksanakan pengumuman
atau penyampaian kepada masyarakat baik melalui
media online seperti facebook ataupun memasang
baliho dan papan transparansi anggaran
pengelolaan alokasi dana desa.” (wawancara,
subhan, 15 Mei 2023)

Partisipasi langsung dalam pengelolaan dana desa
juga penting dalam pengurus desa, dan harus diketahui
secara jelas stakeholder-stakeholdernya, misalnya dalam
pembangunan jalan dll. Seperti yang diungkapkan oleh
bapak Bustan dari hasil wawancara yang peneliti

lakukan, ,menyatakan bahwa:



53

“Setiap desa yang terkait langsung dengan
pelaksanaan atau arahan kegiatan memiliki
kelompok pelaksana (TPK), dimana tim ini
dibentuk untuk melaksanakan kegiatan di desa.
Tugas pengelolaan keuangan TPK merupakan
bagian penting dari pembangunan infrastruktur
desa, seperti pembangunan jalan. Pembentukan
TPK sebagai kepala pemerintahan dan pembantu
kepala pemerintahan dalam melaksanakan tugas
anggaran.” (wawancara, Bustan, 15 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat
disimpulkan bahwa selama pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai dari penggunaan Dana Desa dilaksanakan
sepenuhnya oleh kelompok pelaksana yang dibentuk
untuk melaksanakan transparansi pengurus desa. sistem
Hal ini ditunjukkan dengan langkah-langkah perangkat
desa dalam penerapan prinsip keterbukaan dengan
membuat pengumuman atau presentasi terkait dana
anggaran yang dikelola oleh perangkat desa dan media
internet yang mengedepankan transparansi selain
pemasangan transparansi. kepada masyarakat dan
masyarakat.

5) Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa

Penatausahaan ~ dana desa di desa Kaloling
dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan

pengeluaran selama satu tahun anggaran. Pencatatan ini
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dilakukan ke kas umum yang bertugas mencatat semua
pendapatan dan pengeluaran yang berkaitan dengan
uang hasil kegiatan pengelolaan seluruh dana desa, yang
nantinya dapat ditransfer ke rekening pengurus desa.
Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Bustan selaku
Kepala desa di desa Kaloling, menyatakan bahwa:

“Laporan keuangan berupa dokumen yang berisi
data anggaran yang terdiri dari penggunaan dana
desa, seperti pembayaran, termasuk realisasi
pendapatan dan pengeluaran. Pelaporan ini biasanya
dilakukan  dalam  jangka waktu tertentu.”
(wawancara, Bustan, 15 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Nursiah ,
yang menjabat sebagai Bendahara Desa, menyatakan
bahwa:

“Proses pencatatan melalui jalur struktural yang
sebagaimana telah ditentukan. Dimana laporan
realisasi anggaran menggunakan akuntansi yang
berdasar pada kas sementara laporan operasionalnya
menggunakan basis akuntansi akrual. Laporan
realisasi menyajikan kegiatan keuangan Pemerintah
Desa yang menunjukkan ketaatan terhadap anggaran
desa.” (wawancara, Nursiah, 15 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara lbu Nursiah salah
satu pengelola dana desa mengelola administrasi kas

desa dengan cara mencatat, mengelola dan mereaksikan
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pendapatan dan pengeluaran sehubungan dengan
pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD),
mendaftar melalui jalur struktural, memperkenalkan
kegiatan keuangan pemerintah desa, yang menunjukkan
pemenuhan anggaran desa. Laporan ini menggunakan
akuntansi kas untuk melihat progres capaian langsung
dari Pemdes Kaloling.
6) Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan

dana desa

Kepala desa melaporkan kegiatan anggaran desa
atau pengelolaan keuangan desa. Setiap akhir tahun
anggaran, kepala desa memberikan laporan kepada
kepala desa tentang hasil pekerjaan peningkatan dana
desa atas pengelolaan dana desa desa di Desa Kaloling
atau realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun
anggaran. Dilihat dari penelitian pertangungjawaban
pengelolaan dana desa yang dilakukan, berdasarkan
hasil wawancara oleh Bapak Syakir selaku kepala dusun
di desa Kaloling, menyatakan bahwa:

“Jika terjadi sebuah kesalahan dalam pengerjaannya
(kegiatan pengelolaan dana desa), dengan cepat
aparat desa akan memperbaiki atau menindaklanjuti
hal tersebut.” (wawancara, Syakir, 15 Mei 2023).
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Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Fadli
selaku kasi pemerintahan di Desa Kaloling, menyatakan
bahwa:

“Pertanggungjawaban yang dimiliki kantor desa itu
terkait pelaporan tiap tahunan di kantor desa seperti
ADD terdapat pertanggungjawaban yaitu laporan
ADD. Dan biasanya laporan tersebut akan
diserahkan ke kecamatan bahkan kabupaten.”
(wawancara, Fadli, 15 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan
bahwa salah satu bentuk pengelolaan dana desa adalah
dengan adanya laporan dan hasil pelaporan pengelolaan
seluruh dana desa yang dilaporkan setiap tahunnya
seperti penambahan laporan  kepada masyarakat,
ditampilkan oleh papan reklame agar masyarakat desa
mengetahui capaian program kerja pemerintah desa.
Laporan pertanggungjawaban juga  diserahkan ke
kecamatan dan bahkan ke kabupaten.

. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja
Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa
1) Faktor Pendukung
a) Prestasi Kerja
Hasil wawancara dengan Bapak Subhan selaku

sekertaris Desa Kaloling, menyatakan bahwa:
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“Prestasi kerja merupakan sebuah dasar bagi
para pegawai untuk menampilkan kualitas
kerjannya dalam menjalankan tugasnya sebagai
seorang pegawai maupun pelayan masyarakat.
Prestasi kerja menjadi motivasi agar bekerja
lebih baik lagi dan dan efektif sehingga
memberikan  hasil yang  memuaskan.”
(wawancara, Subhan, 15 Mei 2023)

Pernyataan wawancara dari Bapak Bustan
selaku Kepala Desa Kaloling, menyatakan bahwa:

“Kinerja yang baik membutuhkan tindakan
yang konsisten dan berkesinambungan dari
perangkat desa untuk melayani masyarakat
yang dilayaninya dengan sebaik-baiknya. Jika
perangkat desa berhasil dalam hal ini, maka
dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah desa dan secara langsung
mempererat hubungan antara perangkat desa
dengan masyarakat.” (wawancara, Bustan, 15
Mei 2023)

Uraian di atas menunjukkan bahwa kinerja
perangkat desa dapat menunjang pelaksanaan
tugasnya dengan baik, termasuk dalam pengelolaan
dana desa. Dengan keberhasilan teknik desa,
kepercayaan yang diperoleh masyarakat
meningkat. Aparatur desa yang berhasil dalam
pengelolaan keuangan desa dapat memastikan

bahwa uang digunakan dengan baik, transparan dan
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bertanggung jawab. Hal ini akan membantu

mencegah penyalahgunaan dana desa yang dapat

merugikan masyarakat.
b) Keahlian

Hasil wawancara dengan Bapak Subhan selaku

sekertaris Desa Kaloling, menyatakan bahwa:

“Kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan
baik, melayani dan menjawab kebutuhan
masyarakat. Khususnya dalam mengelola dana
desa, aparatur harus memiliki keterampilan,
kemampuan, dan keterampilan mengelola
keuangan, sehingga hasil yang diperoleh sesuai
dengan tujuan yang direncanakan semula, 15
Mei 2023)

Pernyataan yang sama dari Subhan, menyatakan

bahwa:

“Aparat desa yang mampu mengelola dana desa
mengetahui cara mengelola dana desa dengan
baik dan memastikan dana desa digunakan

secara bijaksana dan transparan.” (wawancara,
Subhan, 15 Mei 2023)

Pernyataan tersebut menunjukkan kompetensi

seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya

dinyatakan dalam kemampuan perangkat desa untuk

secara sengaja mengelola sumber daya keuangan

desa dan tetap menerapkan prinsip keterbukaan.
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Berdasarkan  hasil ~ wawancara,  penulis
menyimpulkan bahwa keahlian perangkat desa
dalam mengelola dana desa sangat penting bagi
perangkat desa, agar dana tersebut digunakan
dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang
berlaku untuk memperoleh manfaat yang sebesar-
besarnya dari mereka. masyarakat desa. Pemerintah
desa dapat melaporkan penggunaan uang secara
terbuka, sehingga masyarakat mengetahui secara
pasti penggunaan uang desa untuk pembangunan
dan kesejahteraan masyarakat
Perilaku

Hasil wawancara dengan Bapak Bustan selaku
Kepala Desa Kaloling, menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan disiplin salah satunya dengan
disiplin waktu seperti datang dan keluar kantor
serta melaksanakan tugas sesuai waktu yang
telah ditentukan. Selain itu, petugas tahu
bagaimana mengendalikan diri dan
memperhatikan  orang lain, menghormati
tugasnya.” (wawancara, Bustan, 15 Mei 2023)

Pernyataan lain diungkapkan oleh bapak Tahir
selaku masyarakat desa Kaloling,menyatakan

bahwa:
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“Sikap perilaku pemerintah desa kepada
masyarakat cukup baik, karena segala sesuatu
jika ada kepentingan masyarakat kepada aparat
pemerintah desa, mereka cepat merespon dan
melayani keperluan secara baik.” (wawancara,
Tahir, 15 Mei 2023)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa salah
satu perilaku aparatur pemerintah desa yang baik
adalah cepat tanggap dan baik dalam melayani
masyarakat. Hal ini dapat menjadi penilaian
masyarakat yang positif terhadap perilaku aparat
desa.

2) Faktor penghamabat
a) Sinkronisasi yang rendah antara perencanaan
tingkat desa dan kabupaten

Hasil wawancara yang diungkapkan oleh bapak
Subhan selaku sekretaris desa Kaloling, menyatakan
bahwa:

“Terkadang ada aturan yang secara tiba-tiba
berubah dan tidak sesuai dengan apa yang telah
direncanakan pada tahap perencanaan sehingga
terpaksa harus diadakan perubahan anggaran
untuk menangani masalah tersebut.”(wawancara,
Subhan,15 Mei 2023)

Dari uraian di atas, jelas bahwa aturan atau

rencana program kerja yang telah dirancang
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sebelumnya dapat dibatasi lebih lanjut dengan
mengubah aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam
pelaksanaan pembangunan. Misalnya, ada jalan
yang dirawat yang masih rusak, namun karena
peraturan yang tidak terduga, proses pembangunan
terpaksa dihentikan atau tidak dilanjutkan.
b) Minimnya intensitas sosial Alokasi Dana Desa
(ADD) kepada masyarakat
Pernyataan yang diungkapkan dari hasil
wawancara oleh bapak Fadli selaku pegawai kantor
desa Kaloling, menyatakan bahwa:

“Tantangannya yaitu bilamana ada masyarakat
yang desa yang masih selalu mempertanyakan
pengelolaan dana desa, namun aparat desa selalu
melakukan keterbukaan terkait implementasi

pengelolaan dana desa.” (wawancara, Fadli, 15
Mei 3023)

Berdasarkan dua pernyataan di atas dapat
disimpulkan bahwa sinkronisasi rencana menjadi
kendala atau tantangan dalam pengelolaan dana
desa, dimana tiba-tiba muncul permasalahan
regulasi pada rencana pembangunan yang telah

direncanakan ~ semula,  sehingga proses
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pelaksanaannya  terhenti untuk  sementara.
Tantangan lain datang dari masyarakat sendiri yang
selalu mempertanyakan pengelolaan keuangan desa,
sedangkan pemerintah desa menerapkan prinsip

transparansi dengan menunjuk pengurus dana desa.

2. Pembahasan Kinerja Pemerintah Desa Dalam

Pengelolaan Dana Desa di Desa Kaloling Kecamatan

Sinjai Timur

pengelolaan dana desa yang baik akan berpengaruh
terhadap kemajuan suatu desa. Pengelolaan dana desa
tidak hanya membutuhkan sumber daya yang handal
tetapi juga harus didukung oleh keuangan yang memadai.
Pengelolaan dana desa sangat besar pengaruhnya terhadap
nasib suatu desa karena mampu berkembang atau
tidaknya, tergantung pada cara pengelolaan keuangannya.
Pada bagian ini, peneliti akan mendeskripsikan hasil-hasil
penelitian tentang kinerja pegawai kantor desa dalam
pengelolaan dana desa sebagai berikut:
1) Kepemimpinan terhadap pengelolaan dana desa
Kepemimpinan merupakan salah satu penanda
kompetensi yang dimiliki oleh diri seorang kepala

desa. Individu sebagai pemimpin perlu menguasai
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keteramplannya dalam memberi pengaruh maupun
panduan kelompok individu.tidak hanya asal
memerintah, pemimpin wajib tegas dan berwibawa.
Sekaligus juga menjadi panutan dan disegani
bawahannya. Sebab itu, tidak semua orang bisa
menjadi seorang pemimpin. Seseorang yang bagus
kepemimpinannyaakan secara otomatis membuat
organisasinya maju dengan pesat. Kepala desa yang
kepemimpinannya baik dan bagus akan membuat
kejelasan sasaran anggaran yang tepat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan penulis, peran kepala desa sebagai
pemimpin desa Kaloling dapat ditunjukkan dengan
baik dengan kemampuannya mengarahkan setiap
bawahan atau pegawainya untuk melaksanakan
tugasnya berdasarkan jasa yang diberikan. di mana
membangun kepercayaan publik adalah yang paling
penting.

Kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif
terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Anggaran dana diperuntukkan untuk pembangunan
desa, dan tentunya mensejahterahkan masyarakat
desa.penggnaan dana desa yang dikelola oleh kantor
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desa tentu saja harus diawasi penggunaannya secara
bersama-sama. Baik itu dari pemerintah maupun
masyarakat desa tersebut. Diharapkan dengan adanya
pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan dana
desa untuk penggunaan anggaran dari pemerintah,
dapat meminimkan terjadinya penyelewengan dana
desa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab
(Krisnanti et al., 2022).

Kejujuran terhadap pengelolaan dana desa

Kejujuran dalam pengelolaan dana desa
membuktikan bahwa pertanggungjawaban pemerintah
desa baik kepada masyarakan maupun pemerintah
diatasnya merupakan kewajiban pemerintah desa
untuk  memenuhi  tanggungjawabnya  tersebut.
Pengelolaan dana desa yang baik adalah pengelolaan
yang dapat dipertanggungjawabkan mulai dari
perencanaan hingga pelaporan.

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan
bahwa sebagai seorang pegawai kantor desa dalam
menjalankan tugasnya terutama dalam pengelolaan
dana desa yang selalu menerapkan sikap kejujuran
serta menjalankan tugasnya sesuai aturan Yyang

berlaku dan berdasar pada hukum.
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Kepatuhan pemerintah desa terhadap prosedur
dan hukum akan mendorong terciptanya pengelolaan
yang terhindar dari pemborosan dan korupsi. Kinerja
pemerintah desa dapat dilihat dari kepatuhan
pemerintah desa kepada masyarakat melalui
pembuatan laporan realisasi dana desa yang tepat
waktu dan dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya (Gozali & Hari, 2017).

Sama halnya di desa Kaloling setiap kegiatan
aparat desa terutama dalam pengelolaan dana desa
selalu tersampaikan kepada masyarakat baik itu secara
langsung dengan mensosialisasikan setiap hasil
kinerjanya maupun dengan melalui papan transparansi
realisasi pengelolaan dana desa. Hal ini sebagai salah
satu bentuk dari kejujuran pemerintah desa Kaloling
yang menunjukkan tidak adanya penyalahgunaan
anggaran dana desa.

Perencanaan terhadap pengelolaan dana desa

Perencanaan dana desa merupakan suatu proses
yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan
keuangan desa adalah penganggaran. Proses
perencanaan arah dan kebijakan pembangunan desa
tahunan dan rencana anggaran tahunan (APBDesa)
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pada hakikatnya merupakan perencanaan instrumen
kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan
pelayanan  kepada masyarakat. Oleh karena
pentingnya anggaran tersebut maka perencanan
anggaran menjadi sesuatu yang penting dalam
penyelenggaraan pemerintah desa.

Pembangunan desa sebaga bagian dari
pembangunan daerah mempunyai makna membangun
masyarakat pedesaaan dengan mengutamakan aspek
kebutuhan masyarakat. Keberhasilan suatu program
pembangunan bukan hanya berdasarkan pada
kemampuan pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan
partisipasi masyarakat dalam menjalankan program
pembangunan. Pelaksanaan partisipasi masyrakat
dalam pembangunan sangat diperlukan dalam setiap
tahap pembangunan yang dimulai dari tahap
perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan
serta tahap evaluasi (Baihaqi et al., 2017).

Perencanaan pengelolaan danadesa di desa
Kaloling diawali dengan melaksanakan musyawarah
yang melibatkan masyaarakat dimana dalam
musyawwarah tersebut pemerintah desa membahas

terkait anggaran dana desa yang akan dikelola
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nantinya. Masyarakat yang terlibat diberikan
wewenang untuk memberikan pendapat pemikiran
untuk menentukan pembangunan desa.

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
(Musrembangdes) merupakan upaya bertahap untuk
mewujudkan otonomi desa dan gerakan penguatan
otonomi desa, dan pemberdayaan desa. Musrembang
desa diharapkan dapat menghasilkan program
kegiatan pembangunan desa Yyang bebar-benar
dibutuhkan masyarkat yang tertuang dalam APBDesa.
Aparat desa dan seluruh kompunen masyarakat di
desa diharapkan untuk terlibat aktif menghimpun
berbagai kebutuhan dan permasalahan yang ada di
desa, kemudian dimusyawarahkan dan ditetapkan
secara bersama, yang nantinya akan dijadikan
prioritas pembangunan di desa masing-masing.
Penatausahaan terhadap pengelolaan dana desa

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa,
dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan
pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir
bulan  secara tertib dan menyampaikan laporan

pertanggungjawaban kepala desa.
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Penatausahaan adalah pencatatan seluruh
transaksi keuangan baik penerimaan maupun
pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.
Bendahara desa menjadi poros bagi keberlangsungan
siklus penerimaan dan pengeluaran dana desa. Jumlah
dana desa yang cukup besar, yang tdak diimbangi
sumber daya manusia yang kompeten membuat dana
desa menjadi sarat akan kecurangan. Disinilah
pentingnya penatausahaan keuangan desa, yang akan
berperan sebagai cerminan kegiatan keuangan
penggunaan dana desa.

Penatausahaan dana desa di desa Kaloling
dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan
pengeluaran selama satu tahun anggaran. Pencatatan
ini dilakukan ke kas umum yang bertugas mencatat
semua pendapatan dan pengeluaran yang berkaitan
dengan uang hasil kegiatan pengelolaan seluruh dana
desa, yang nantinya dapat ditransfer ke rekening
pengurus desa.

Penatausahaan yang buruk akan berpengaruh
pada buruknya atau terlambatnya penyusupan
Laporan Pertanggungjawaban juga menimbulkan
ketidaktransparan dalam pengelolaan dana desa.
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Selanjutnya laporan yang terlambat akan berpengaruh
terhadap pencairan dana desa. Selain itu, buruknya
penatausahaan dana desa juga juga bisa berujung ke
proses hukum, karena penggunaan dana desa tidak
dapat dipertanggungjawabkan (Setiawan, 2019).
Pelaporan dan Pertanggung jawaban terhadap
pengelolaan dana desa

Alokasi Dana Desa yang kini digulirkan setiap
tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya
harus dipertanggung jawabkan. Pertanggung jawaban
keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam
penggunaan keuangan termasuk dana Alokasi Dana
Desa. Pertanggungjawaban ini mengingat bahwa desa
yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya
mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan
pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi
setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan
sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran
yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan
secara mandiri (Sulumin, 2019).

Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang
dilakukan oleh pemerintah desa Kaloling yairu dengan
melakukan tindak lanjut terhadap setiap kesalahan



6)

70

yang terjadi dalam pengerjaan kegiatan pengelolaan
dana desa. Kepala desa melaporkan kegiatan anggaran
desa atau pengelolaan keuangan desa. Setiap akhir
tahun anggaran, kepala desa memberikan laporan
kepada kepala desa tentang hasil pekerjaan
peningkatan dana desa atas pengelolaan dana desa
desa di Desa Kaloling atau realisasi pelaksanaan
APBDes setiap akhir tahun anggaran.
Faktor Pendukung dan faktor penghambat
Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa
1) Faktor Pendukung
Berdasarkan  hasil wawancara dengan
narasumber diperoleh hasil faktor pendukung
pegawai kantor desa dalam pengelolaan dana desa,
yaitu:
a) Prestasi Kerja
b) Keahlian
c) Perilaku
2) Faktor Penghambat
Terdapat beberapa faktor yang menjadi
penghambat kinerja pegawai dalam pengelolaan
alokasi dana desa, yaitu:
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Sinkronisasi yang rendah antara perencanaan
tingkat desa dan kabupaten

Terdapat kesulitan dalam pelaksanaan
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) karena
tidak sesuainya perencanaan tingkat desa dan
kabupaten sehingga membuat langkah desa
sulit untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Hal ini dapat menyebabkan
keterlambatan dalam pelaksanaan
pembangunan. Misalnya, ada jalan yang
dirawat yang masih rusak, namun karena
peraturan yang tidak terduga, proses
pembangunan terpaksa dihentikan atau tidak
dilanjutkan.
Minimnya intensitas sosial Alokasi Dana Desa
(ADD) kepada masyarakat

Kurangnya pengetahuan masyarakat
tentang  Alokasi Dana Desa (ADD)
menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat
tentang Alokasi Dana Desa (ADD) masih
sangat rendah. Hal ini juga yang membuat
pemahaman warga terhadap partisipasi
yayasan desa (ADD) sangat tidak teratur,
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yang tentunya membuat warga sulit untuk
diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan dan
pengawasannya.

Salah satu tantangan dalam pengelolaan
sumber daya desa berasal dari masyarakat itu
sendiri. Sementara masyarakat masih sering
menanyakan tentang pengelolaan keuangan,
pemerintah desa sebenarnya telah memediasi
pelaksanaan pengelolaan dana tersebut dengan
membentuk panitia-panitia yang transparan
untuk mengelola dana desa di beberapa titik di

desa Kaloling.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan
oleh peneliti mengenai analisi kinerja Pegawai Kantor Desa
dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kaloling Kecamatan

Sinjai Timur dapat disimpulkan bahwa:

1. Kinerja Pegawai Kantor Desa dalam Pengelolaan Dana
Desa di Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur yaitu:
kualitas layanan yang diberikan pegawai Kantor Desa
Kaloling terlihat bahwa kualitasnya cukup baik. Namun,
kinerja pegawai Kantor Desa masih perlu melakukan
peningkatan demi menciptakaan kualitas pelayanan
yang lebih baik, efisien dan efektif dalam menjalankan
tugasnya. Termasuh  dalam hal  kedisiplinan,
kepemimpinan, dan kejujuran para aaparat pemerintah
desa yang sudah baik, namun lebih baik lagi jika ada
peningkatan yang lebih baik lagi. Indikator perencanaan
dilakukan cukup baik terlihat bahwa pemerintah desa
melibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk ikut
serta dalam memberikan saran dan apresiasi dalam hal
perencanaan pengelolaan dana desa. Indikator

pengelolaan telah melaakukan tahap transparansi
73
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terlihat dimana pemerintah desa kaloling melaksanakan
penyampaian terkait anggaran dana yang dikelola
dengan pemasangan papan transparansi. Indikator
penatausahaan menunjukkan bahwa pemerintah desa
Kaloling telah melakukan prinsip akuntabilitas terlihat
dari pencatatan melalui jalur struktural yang menyajikan
kegiatan keuangan Pemerintah Desa yang menunjukkan
ketaatan terhadap anggaran desa. Kemudian indikator
pelaporan dan pertanggung jawaban cukup optimal
seperti pertanggungjawaban terhadap setiap tugas dan
wewenang dalam pengelolaan Dana Desa dan
menyampaikan seluruh hasil pengelolaan ke Kecamatan
maupun Kabupaten.

Faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja
Pegawai Kantor Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di
Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur yaitu: Faktor
pendukung meliputi, prestasi kerja, keahlian dan
perilaku pegawai kantor Desa yang baik dalam
melaksanakan tugasnya. Adapun faktor penghambatnya
yaitu, rendahnya sinkronisasi perencanaan dan
kurangnya sosialisasi masyarakat terkait pengelolaan

dana desa
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B. Saran
Berdasarkan pembahasan penelitian dan kesimpulan
yang telah dijelaskan, penulis menyarankan bahwa pegawai
desa masih membutuhkan pelatihan dalam mengelola dana
desa dalam peningkatan sumber daya manusia. Dengan
bantuan media, pemerintah memastikan transparansi dalam
pengelolaan dana sehingga dapat diakses oleh masyarakat

dan publik sebagai bentuk akuntabilitas internal
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Lampiran 1

NO.

INSTRUMEN PENELITIAN

Variabel

Kinerja
Pegawai

Pengelolaan
Dana

Sub Variabel Indikator

Kinerja

Pemerintah

Desa Kaloling  Kualitas Layanan
Kec. Sinjai

Timur

1. Perencanaa

2. Pelaksanaan
Pengelolaan 3. Penatausahaan

4

Dana Desa . Pelaporan dan
pertanggungjawaba
n

Faktor 1. Prestasi Kerja

Pendukung 2. Keahlian

dan Fakor 3. Perilaku

Penghambat 4. Kepemimpinan

Pengelolaan

Dana Desa di

Desa Kaloling

Kec. Sinjai

Timur



Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA
Nama
Jabatan

1. Bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip
keterbukaan untuk mengelola dana yang bersumber dari
Alokasi Dana Desa?

2. Apakah ada program Musrenbangdes atau Forum
Musyawarah dalam pembahasan dan pengelolaan alokasi
dana desa tersebut?

3. Kapan dilaksanakannya kegiatan Musrenbangdes tersebut?

4. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan
atau usulan dari peserta yang hadir dalam musyawarah desa
dalam proses perencanan pengelolaan Alokasi Dana Desa
(ADD)?

5. Di dalam pemerintahan desa siapa yang terlibat langsung
dalam pelaksanaan atau pengawasan kegiatan, seperti
contoh pembangunan jalan, jembatan atau yang lainnya?

6. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam
perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa?

7. Apa kendala yang ditemui dalam  pelaksanaan

merealisasikan perencanaan Alokasi Dana Desa?



Nama
Jabatan

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung
keterbukaan dan penyampaian informasi yang jelas kepada
masyarakat dalam proses perencanaan program yang
didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD)?

2. Bagaimana pemerintah dalam melaksanakan prinsip
transparansi terkait dengan laporan keuangan yang dibuat?
Jawab:

3. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip
akuntabilitas dalam pelaksanaan realisasi Alokasi Dana
Desa?

4. Apakah ada kendala atau kesulitan dari Pemerintah Desa
dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?

5. Apakah dalam proses pencatatan telah melalui jalur
struktural yang telah ditentukan seperti laporan realisasi dan

sebagainya?



Nama
Jabatan

1. Bagaimana mekanisme perencanaan Pengelolaan Alokasi
Dana Desa?

2. Apakah telah ada pembangunan yang telah direalisasikan
dan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya?

3. Apakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program
yang telah direncanakan dalam pelaksanaan dan realisasi
yang dilakukan?

4. Apakah anggaran dana desa sudah dilaksanakan dengan
tertib?

5. Apa tantangan dalam implementasi pengelolaan dana desa?

6. Apakah aparat desa telah melakukan keterbukaan terhadap

pengelolaan dana desa?



Nama
Jabatan

1. Seperti apa kualitas layanan pegawai desa di Desa Kaloling
Kec. Sinjai Timur?

2. Bagaimana menurut bapak/ibu apakah kualitas layanan si
Desa Kaloling disini cukup baik?

3. Sejauh mana kinerja pegawai desa dalam menjalankan
tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat?

4. Sejauh mana kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dana
desa?

5. Sejauh mana responsivitas (kemampuan) aparat Desa
Kaloling dalam menjalankan tujuan dan fungsinya?

6. Seperti apa faktor penghambat yang mepengaruhi kinerja
aparat desa Kaloling Kec. Sinjai?

7. Seperti apa pertanggungjawaban yang dimiliki aparat desa
di Desa Kaloling Kec. Sinjai Timur?

8. Apakah aparat desa telah melakukan keterbukaan terhadap
pengelolaan dana desa?

9. Apakah setiap tindakan aparat desa sudah

mempertanggungjawabkan wewenangnya?



10. Dalam hal penggunaan dana desa, apa peran masyarakat
setempat?

11. Apakah anggaran dana desa sudah dilaksanakan dengan
tertib?

12. Apa tantangan dalam implementasi pengelolaan dana desa?



Lampiran 3
HASIL WAWANCARA
Pertanyaan untuk kepala Desa

1. Bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip

keterbukaan untuk mengelola dana yang bersumber dari
Alokasi Dana Desa?
Jawab: Peran pemerintah dalam mewujudkan prinsip
keterbukaan untuk mengelola dana desa dilakukan dengan
melaksanaan musyawarah yang melibatkan masyarakat
serta pemasangan transparansi APBDes di beberapa titik di
desa Kaloling.

2. Apakah ada program Musrenbangdes atau Forum
Musyawarah dalam pembahasan dan pengelolaan alokasi
dana desa tersebut?

Jawab: Program Musrenbangdes selalu dilaksanakan setiap
tahun pada awal-awal bulan. Dimana dalam forum
musyawarah tersebut melibatkan masyarakat. Dalam
program musrenbangdes pemerintah desa menjelaskan
perencanaan pengelolaan dana desa yang nantinya akan
dilaksanan. Pemerintah desa juga memberikan kesempatan

kepada masyarakat untuk menyampaikan saran yang



nantinya akan dijadikan sebagai wadah kelancaran
pengelolaan dana desa.

Kapan dilaksanakannya kegiatan Musrenbangdes tersebut?
Jawab: Biasanya pelaksanaan kegiatan Musrenbangdes
dilakukan pada bulan

Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan
atau usulan dari peserta yang hadir dalam musyawarah desa
dalam proses perencanan pengelolaan Alokasi Dana Desa
(ADD)?

Jawab: Peran pemerintah desa dalam mengakomodir segala
masukan dari peserta musyawarah yaitu menampung segala
apresiasi serta saran atau usulan dari masyarakat. Usulan
tersebut akan dipertimbangkan dan menjadi panduan kami
dalam penyusunan RKPD. Nantinya juga akan menjadi
dasar penyusunan APBDes.

Di dalam pemerintahan desa siapa yang terlibat langsung
dalam pelaksanaan atau pengawasan kegiatan, seperti
contoh pembangunan jalan, jembatan atau yang lainnya?
Jawab: Dalam hal pelaksanaan atau pengawasan setiap
kegiatan dalam desa yang terlibat langsung adalah tim
pelaksana (TPK) yang mana tim ini dibentuk di desa
sebagai pelaksana kegiatan. Tugas TPK mengelola
keuangan menjadi bagian penting dalam pembangunan



sarana prasarana desa, contohnya pembangunan jalan.
Pembentukan TPK sebagai pembantu kaur dan Kkasi
pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan anggaran.
Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam
perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Jawab: Dalam hal tingkat partisipasi masyarakat terkait
perencanaa pengelolaan alokasi dana desa, masyarakat
terlibat sebagai salah satu wadah sebagaimana masyarakat
terlibat langsung dalam pelaksanaan dana desa sebagai
bentuk penunjang kelancaran dengan memberikan usulan-
usulan yang nantinya akan disaring untuk menjadi sebagai
pedoman dalam perencanaan pengelolaan dana desa.

. Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan
merealisasikan perencanaan Alokasi Dana Desa?

Jawab: Sejauh ini tidak terdapat kendala yang ditemui
dalam proses realisasi perencanaan alokasi dana desa,
dikarenakan sebelum memulai kegiatan ataupun realisasi
perencanaan tersebut telah diadakan sebuah musyawarah
yang mana masyarakat juga terlibat dalam musyawarah ini
seperti kepala dusun dan beberapa rokoh masyarakat
lainnya.

Bagaimana tingkat pelaporan dari pemerintah desa terkait

kegiatan anggaran desa.



Jawab: Laporan keuangan yang berbentuk dokumen yang
berisi catatan anggaran yang terdiri dari penggunaan dana
desa seperti pembayaran termasuk realisasi pendapatan dan
biaya. Pelaporan ini biasanya dilakukan pada periode

tertentu.

Pertanyaan untuk sekretaris Desa

1. Bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip
keterbukaan untuk mengelola dana yang bersumber dari
Alokasi Dana Desa?

Jawab: Pemerintah desa melaksanakan pengumuman atau

penyampaian kepada masyarakat baik melalui media online
seperti facebook ataupun memasang baliho dan papan
transparansi anggaran pengelolaan alokasi dana desa.

2. Apakah ada program Musrenbangdes atau Forum

Musyawarah dalam pembahasan dan pengelolaan alokasi
dana desa tersebut?
Jawab: Musrenbangdes atau forum musyawarah dalam
pembahasan pengelolaan dana desa setiap tahunnya mesti
kita lakukan karna hal tersebut merupakan SOP dari
perencanaan sebuah desa.

3. Kapan dilaksanakannya kegiatan Musrenbangdes tersebut?



Jawab: Musrenbangdes dilaksanakan diawal tahun
berjalannya suau kegiatan pemerintahan desa dan biasanya
paling lambat dilakukan di bulan Maret tahun berjalan.
Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan
atau usulan dari peserta yang hadir dalam musyawarah desa
dalam proses perencanan pengelolaan Alokasi Dana Desa
(ADD)?

Jawab: Pemerintah desa mengakomodir segala masukan
dan saran-saran dari peserta musyawarah untuk diwujudkan
dalam sebuah RKPDes dan disinkronkan dengan anggaran
yang ada di desa baik dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa
maupun BHP.

Di dalam pemerintahan desa siapa yang terlibat langsung
dalam pelaksanaan atau pengawasan kegiatan, seperti
contoh pembangunan jalan, jembatan atau yang lainnya?
Jawab: Dalam pemerintahan desa yang terlibat langsung
dalam  pelaksanaan  atau  pengawasan  kegiatan
pembangunana yang ada di desa secara umum dan utama
yaitu masyarakat desa itu sendiri, kemudian lembagaa-
lembaga yang ada dan tim auditor dalam hal ini APIP.
Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat  dalam
perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa?



Jawab: Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya desa Kaloling
sangat baik dibuktikan dengan setiap dilaksanakannya baik
Musrenbangdes ataupun pelaksanaan kegiatan
pembangunan. Masyarakat sangat perperan aktif dalam
kegiatan musyawarah maupun kegiatan pembangunan.

7. Apa kendala vyang ditemui dalam pelaksanaan
merealisasikan perencanaan Alokasi Dana Desa?
Jawab: Terkadang ada aturan yang tiba-tiba berubah dan
tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan pada tahap
perencanaan sehingga rerpaksa diadakan perubahan

anggaran.

Pertanyaan untuk Bendahara Desa

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung
keterbukaan dan penyampaian informasi yang jelas kepada
masyarakat dalam proses perencanaan program yang
didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawab: Melalui transparansi seperti pemasangan spanduk
transparansi yang diletakkan dibeberapa titik seperti di
depan kantor desa dan depan masjid dusun Bainang.
Transparansi yang dimaksud disini adalah dengan terbuka
menyusun penggunaan dana desa kepada masyarakat.



Transparansi dilakukan agar terhindar dari berbagai
kecurangan dalam penyusunan dan pengelolaan laporan
keuangan.

2. Bagaimana pemerintah dalam melaksanakan prinsip
transparansi terkait dengan laporan keuangan yang dibuat?
Jawab: Terkait prinsip transparansi, pemerintah melakukan
musyawarah dengan menyampaikan informasi keuangan
kepada masyarakat luas (warga) dalam rangka
pertanggungjawaban pemerintah terhadap ketentuan yang
berlaku dan meningkatkan efektifitas pengawasan
masyarakat terhadap pembangunan desa.

3. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip

akuntabilitas dalam pelaksanaan realisasi Alokasi Dana
Desa?
Jawab: Prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan realisasi
Alokasi Dana Desa yaitu dengan kesediaan dari para
pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas
apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif dan
dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan
masyarakat.

4. Apakah ada kendala atau kesulitan dari Pemerintah Desa

dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?



Jawab: Terkait dengan pertanggungjawaban administrasi
tidak terdapat kendala apapun dari pemerintah desa untuk
sejauh ini.

5. Apakah dalam proses pencatatan telah melalui jalur
struktural yang telah ditentukan seperti laporan realisasi
dan sebagainya?

Jawab: proses pencatatan melalui jalur struktural yang
sebagaimana telah ditentukan. Dimana laporan realisasi
anggaran menggunakan akuntansi yang berdasar pada kas
sementara laporan operasionalnya menggunakan basis
akuntansi akrual. Laporan realisasi menyajikan kegiatan
keuangan Pemerintah Desa yang menunjukkan ketaatan

terhadap anggaran desa.

Pertanyaan untuk Tim Pengelola

7. Bagaimana mekanisme perencanaan Pengelolaan Alokasi
Dana Desa?
Jawab: Melakukan Musdus dengan melibatkan masyarakat
dusun sampai tingkat desa. Perencanaan ini merupakan
tahap pertama dari proses pengelolaan dana desa. Dimana
perencanaan ini merupakan perencanaan penerimaan dan
pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang
dianggarkan dalam APBDes.



8.

10.

11.

12.

Apakah telah ada pembangunan yang telah direalisasikan
dan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya?
Jawab: Terdapat beberapa pembangunan yang telah
direalisasikan. Seperti di jalan melingkar dusun Bilalang,
jalan perintis Jahi-jahie, terdapan juga 2 pembangunan di
dusun Kaloling dan 1 pembangunan di Dusun Bainang.
Apakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program
yang telah direncanakan dalam pelaksanaan dan realisasi
yang dilakukan?

Jawab: Sejauh ini kami selaku aparat pemerintah desa tidak
menemukan kendala

Apakah anggaran dana desa sudah dilaksanakan dengan
tertib?

Jawab: Pelaksanaan anggaran sejauh ini sudah dilaksanakan
dengan tertib

Apa tantangan dalam implementasi pengelolaan dana desa?
Jawab: Sejauh ini tidak ada tantangan yang dialami dalam
implementasi pengelolaan dana desa

Apakah aparat desa telah melakukan keterbukaan terhadap
pengelolaan dana desa?

Jawab: Keterbukaan telah diterapkan dan dilakukan oleh
aparat desa terkait pengelolaan dana desa



Pertanyaan untuk pegawai kantor Desa

1. Seperti apa kualitas layanan pegawai desa di Desa Kaloling
Kec. Sinjai Timur?
Jawab: Kualitas layanan pegawai di desa kaloling dari
unsur masyarakat anggapannya pelayanan yang didapat
sudah baik namum kami tetap berusaha agar pelayanan
semakin di tingkatkan agar semakin baik.

2. Bagaimana menurut bapak/ibu apakah kualitas layanan si
Desa Kaloling disini cukup baik?
Jawab: Dari segi anggapan masyarakat atau masukan-
masukan dari masyarakat menjelaskan bahwa kualitas
pelayanannya sudah termasuk cukup baik

3. Sejauh mana kinerja pegawai desa dalam menjalankan
tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat?
Jawab: Terkait masalah kinerja pegawai desa kaloling itu
sendiri, disini mempunyai perangkat desa berjumlah
Sembilan yang diantaranya terdapat kepala dusun. Kinerja
pegawai desa kaloling bertugas melayani masyarakat
biasanya melalui usulan atau informasi dari kepala dusun
bilamana masyarakat setiap dusun ingin melakukan
pengurusan atau suatu hal yang disampaikan melalui kepala

dusun yang nantinya akan disampaikan ke aparat desa.



4. Sejauh mana kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dana
desa?
Jawab: Pengelolaan dana desa di desa kaloling
menggunakan papan transparansi. Jadi semua pengelolaan
dana desa baik dari pemerintahan dibuatkan papan
transparansi sehingga semua masyarakat bisa mengetahui
semua hal seperti jumlah pengelolaan dana desa,
pembangunan yang akan dilaksanakan.

5. Sejauh mana responsivitas (kemampuan) aparat Desa
Kaloling dalam menjalankan tujuan dan fungsinya?
Jawab: Terkait kemapuan, sebagai aparat desa selalu
mengupayakan yang lebih baik dalam menjalankan
tugasnya untuk melayani masyarakat desa.

6. Seperti apa faktor penghambat yang mepengaruhi kinerja
aparat desa Kaloling Kec. Sinjai?
Jawab: Setiap kerja tentunya memiliki hambatan, seperti
masalah kinerja hambatannya yaitu sebagai contoh
permintaan yang belum bisa dipenuhi biasanya aparat desa
mengundurkan waktu yang diminta oleh kabupaten,
contohnya suatu laporan. Hal tersebut yang biasanya
menjadi penghambat pekerjaan di kantor desa.

7. Seperti apa pertanggungjawaban yang dimiliki aparat desa
di Desa Kaloling Kec. Sinjai Timur?



10.

jawab: pertanggungjawaban yang dimiliki kantor desa itu
terkait pelaporan tiap tahunan di kantor desa seperti ADD
terdapat pertanggungjawaban yaitu laporan ADD. Dan
biasanya laporan tersebut akan diserahkan ke kecamatan
bahkan kabupaten.

Apakah aparat desa telah melakukan keterbukaan terhadap
pengelolaan dana desa?

Jawab: Masalah keterbukaan telah di terapkan dengan
menyediakan papan transparansi yang dipasang di beberapa
titik lokasi, seperti sdi depan kantor desa dan setiap dusun
di desa kaloling.

Apakah  setiap  tindakan  aparat desa  sudah
mempertanggungjawabkan wewenangnya?

Jawab: Aparat desa sejauh ini telah
mempertanggungjawabkan wewenangnya dan akan terus
mempertahankan melakukan yang terbaik.

Dalam hal penggunaan dana desa, apa peran masyarakat
setempat?

Jawab: Dalam penggunaan dana desa peran masyarakat
yaitu membantu pemerintah desa dengan melanjutkan
program  kerja yang dilaksanakan desa  seperti
melaksanakan gotong royong.



11. Apakah anggaran dana desa sudah dilaksanakan dengan
tertib?

Jawab: Anggaran dana desa sudah dilaksanakan dengan
tertib.

12. Apa tantangan dalam implementasi pengelolaan dana desa?
Jawab: Tantangannya yaitu bilamana ada masyarakat desa
yang selalu mempertanyakan pengelolaan dana desa.
Namum aparat desa selaku melakukan keterbukaan terkait

implementasi pengelolaan dana desa.

Pertanyaan untuk masyarakat

1. Seperti apa kualitas layanan pegawai desa di Desa Kaloling
Kec. Sinjai Timur?
Jawab: Kualitasan layanan di Desa Kaloling sudah baik
karena pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan
masyarakat. Setiap urusan yang dilakukan masyarakat
diselesaikan dengan tepat waktu oleh pegawai desa.

2. Bagaimana menurut bapak/ibu apakah kualitas layanan si
Desa Kaloling disini cukup baik?
Jawab: Kualitas layanan di desa kaloling sudah cukup baik
dan sudah memuaskan juga sejauh ini.

3. Sejauh mana kinerja pegawai desa dalam menjalankan

tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat?



Jawab: Pegawai desa kaloling menurut pendapat
masyarakat terkait pelayanannya sudah bagus.

. Sejauh mana kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dana
desa?

Jawab: Aparat desa selalu menerapkan sistem keterbukaan
terhadap pengelolaan dana desa kepada masyarakat dengan
memasang papan informasi terkait realisasi dana desa

. Sejauh mana responsivitas (kemampuan) aparat Desa
Kaloling dalam menjalankan tujuan dan fungsinya?

Jawab: Sejauh ini aparat desa kaloling telah menjalankan
tugasnya dengan baik terutama dalam hal pelayanannya.

. Seperti apa pertanggungjawaban yang dimiliki aparat desa
di Desa Kaloling Kec. Sinjai Timur?

Jawab: Jika terjadi sebuah kesalahan dalam pengerjaannya,
dengan cepat aparat desa akan memperbaiki atau
menindaklanjuti hal tersebut.

. Apakah aparat desa telah melakukan keterbukaan terhadap
pengelolaan dana desa?

Jawab: Aparat desa sudah melalukukan keterbukaan
terhadap pengelolaan dana desa dengan menyediakan papan
informasi.

. Apakah  setiap  tindakan  aparat desa  sudah

mempertanggungjawabkan wewenangnya?



Jawab: Setiap tindakan yang dilakukan aparat desa sejauh
ini selalu dipertanggungjawabkan.

9. Dalam hal penggunaan dana desa, apa peran masyarakat
setempat?
Jawab: Masyarakat seringkali ikut serta dalam hal
membantu kelangsungan dan kelancara pembangunan yang
dilakukan oleh desa.

10. Apakah anggaran dana desa sudah dilaksanakan dengan
tertib?
Jawab: Anggaran dana desa sudah dilakukan dengan tertib.
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DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

Informan 1

Nama
Jenis Kelamin
Jabatan

Informan 2

Nama
Jenis Kelamin
Jabatan

Informan 3

Nama
Jenis Kelamin
Jabatan

Informan 4

Nama
Jenis Kelamin
Jabatan

Informan 5

Nama
Jenis Kelamin
Jabatan

. Bustan
. Laki-laki
: Kepala Desa

: Subhan AS
: Laki-laki
: Sekretaris Desa

- Nursiah
: Perempuan
: Bendahara/Kaur Keuangan

: Husnuh
: Perempuan
: Kaur Perencanaan

: Fadli, S.P
. Laki-laki
: Kasi Pemerintahan



Informan 6

Nama : Syakir
Jenis Kelamin - Laki-laki
Jabatan : Kepala Dusun
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Dokumentasi

Gambar 1: wawancara dengan Kepala Desa Kalollng

Gambar 2: wawancara dengan Kepala Desa Kaloling



Gambar 4: wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa
Kaloling



Gambar 5: wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa
Kaloling




Gambar 5: wawancara dengan Kepala Dusun Desa Kaloling

et - S

Gambar 8: Papan Transparansi Pengelolaan Dana Desa
Kaloling
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SURAT IZIN PENELITIAN
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SURAT TELAH MENELITI
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SK PEMBIMBING
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BIODATA PENULIS

Nama : Nurfaysa

NIM : 190311018

Tempat/Tgl Lahir : Sinjai, 15 Agustus 2001

Alamat . Desa Kaloling, Kec. Sinjai

Timur, Kab. Sinjai

Pengalaman Organisasi

Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 107 Kaloling, Tamat tahun
2013

2. SMP : SMP Negeri 4 Sinjai, Tamat
tahun 2016

3. SMA : SMA Negeri 3 Sinjai, Tamat
tahun 2019

4. S1 : Ul Ahmad Dahlan Sinjai, Tamat
tahun 2023

Handphone : 0882020570111

Email : aysnf67@gmail.com

Nama Orang Tua : Muh. Tahir (Ayah)

Hasmiati (Ibu)
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